
1. Undang undang Nomor 16 Tahun 19SO tentang 
Pernberrtulcan Dacrah Kota. Betserr dttlttn1 Lingkungan 
Propinsi .Jawa Timur, .Iawa Tengah, Jawa Barar dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19'31 teritang 
Hulcurn Acara Pidana [Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 761 Tambnhan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~'.:209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 
Badan Penyclcsaian Sengketa Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, 
'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3684); 

a. hnhwa u.ntuk melaksanakan Pcraturan Daerah Kota 
Sernara np; Nomor 4 Tahun 2011 tentang PajM.k 
Re~tnr;Jn dalam pelaksnnaan operasionalnya dapat 
berjalan secara efektit, efiaien dun optimal, mak» 
perlu meninaju kernbali Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 188.3/451 Tahun 2001. tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak 
J~et.luran untuk discauaikan d~ngan peraturan 
dimaksud; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tcrsebut di 
atas, rnaka perlu membentuk Pcraruran Walikota 
Semarang tentang Pctunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
PFJjRk Restoran, 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOt< ;8 TAIIUN 1LDl.J 
TENTANG 

PETUNJU.l{ PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK R~STORAN 



5. Undang-Undang Nornor lY Tahun 1997 ,~nt.;-mg 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaren 
Negara Rcpublik Indonesia T;1 hun l 997 Nornor 421 

Tambahaan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nornor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan altt~ UudnnK Undang Nomor 19 Tahun 
2000 ientang Penagihan r.;-tj-'1 k dcngan Surut Puksa 
(Lembaran Negarn Republik Indunesia 'T'A hun :2000 
Nomor 129, 'I'arnbahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3687); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (l.cmbaran Negara Republik 
Indonosia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik lridrmeaia Nomor 4189); 

7. Uudarrg .. Undang Nornor 17 Tnhun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-l Jnrlang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lem baran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahean 
Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4355); 

9. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengclolaan dan Tnnggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahaan 
Lcmbaran Neguru Republik Indr:m~s1a Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 3?. Tahun 2004 terttarig 
Pernerintahan Daer'ah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Norrror 125, 'l'arnbahaan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir 
dcng;:rn Undang-Undang Nornor 12 Tahun 200A 
tentang Pcrubahan Kedua Atas Undaug-Undang 
Nomor 32 Tuhun 2004 tentang Pcrncrirrtahari ll:1crah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844): 

11. Undang-Undung Nomor 33 Tahun 2004 lenf nng 
Perimbangan Keuangan. Anrara Pemerir1tah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negura 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tarn bahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 4438); 

l '.2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tcnl.Hng 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4966); 
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19. Peraruran Pcmtaiu.Luh N01n01· 50 Tah1.1.n 2006 ten.tang 
Pengelolaan Keuangun Dae rah (Lem baran Negaru 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
'I'ambahan Lemharan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4S78); 

20. Perattrran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawnsan 
Pcnyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4593); 

13. Undang Undang Nornor 28 Tahun 2009 tcntang 
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

1 '1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ?011 lwllH11g 
Pem bentukan Peraturan Perundang-undangun 
(Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 20 l 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

15. Peraturan Pemcrintah Nomor 16 'Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
[Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan k.mh;:1t';'.:tn Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

16. Peraturnn Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelalcsertaari Kitab Undang-Undang Hukurn Acara 
Pidana sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pcmerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pclaksanaan Kitab Undang 
Undang Hukurn Acara Pidana [Lcmbaran N~~ara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992 teruang 
Pernbentukan Kccamatan di Wih:wiih Kabupaten 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 
Kecarnatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang dalam Wilayah Propinsi Tingkat I .Jawa 
Tcngah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Talrun 
1992 Nomor 89); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Pcrirnbangan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nunun 137) 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 
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MEMUTUSKAN 
P~'l'UN,JUK PELAKSANAAN PEHATURAN DJ\.ERAH KOT/\. 
SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2011 1~ENTANO PAJAK 
RESTORAN. 

Menerapkan 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provlnsi dan Pemerintuhan 
D~-\<~r~h Kabupaterr/Kotu [Lernbarsn N~g.F11·n Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 8~ J 'I'arnbahun 
Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia Nornor 4737); 

22. Peraturan Pemcrintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata cara Pernberian clan Pernanfaatan Insentif 
Pernungutan Pojuk Dacrah dan Retribusi Dacrah 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 201 U 
Nmm.J.1· 119, Tarnbahan Lcmbaran Neguru Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

23. Pcraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ten tang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Pcraturan Perundang-undangan; 

24. Pcraturan Daerah Kotarnadva Daerah Tingkat II 
Sernurung Nomor 3 Tahun 1988 tenrrmg Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat TT Semarang (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkal 11 Semarang 
Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kota Scrnunmg No111or l l T~ hun 
2006 tentang Pengelolaan K~1rnnga11 Daeruh 
(Lembaran Daerah K,.1t~ RP.mnnmg Tahun 2007 
Nomor 1 Seri E, Tambahen Lernbaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 1); 

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 
2008 tcntang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kcwenangan Pemerintnhan Daerah Kota Semarang 
[Lernburan Daernh Kota Semarang Tahun 2008 
Nomor 8,Tambah('.m Lcmbaran Dacrah Kota 
Semarang Nomor 18); 

27. Pernturart Daerah Kota 8emRnmg Nomor J Tah un 
2010 tentang Kepariwisataan (Lernburan Daerah Kota 
Semarang Tahun 2010 Nomor 5,Tambahan Lernbaran 
lht(·:r;:ih Kota t,emarang Nornor 40); 

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Pajak Restoran (Lernbaran Daerah Kota 
Serna rang 'I'ah un 2011 Nomor 4,Tambuhan Lembaran 
Daerah Kota Semat'ang Nomur 5~:S). 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Senw.m.ng. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota den P~ra11r,kAt 0AP-r:--1h Kt~h:igai 

unaur pc1iyr"':lt":nge,.-,r.n Pemerintahan Dacrah, 
~). Walikota adalah WaHkotn ~f':mnr;:ing. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi h1~Rs tertentu di bidang 
pcrpajakan daerah scsuai derigan peraturan pernndang-undangan 
yang berlaku 

5. Dinas Pengelolaan Keuangsn dan Aset Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dun Aset 
Dacrah Kota Semarang. 

6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan d.fln/atau minuman 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah rnakan, 
kafetaria, kantin, warung, kolam pancing, pedagang kaki lima lJHr, 
clan sejenisnya termasuk jH!-\fi boga dan katering. 

7. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas 
pelayanan yang disediakan uk:h rcatoran. 

8. Badan adalah sekurnpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatum1, balk yang melakukan uaaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan tcrbatas, 
pcrseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan URRhs-1 milik dacrah (BUMD) derigan 
narna dan dalam bcnrnk npapun. firrna, kongsi, lcoperasi. dana 
pensiun, perackutuan , perkurnpulan, yaycsan, organiaasi massa, 
organisaei soaial politik, atau organlsaai Iainnya, lembaga dan 
bentuk hadan lainnya terrnasuk kontrak investasi kolektif dan 
bcntuk usaha tctap. 

9. 8ubjek Pajak adalah nrrmg pribadi atau badun yang ria pa t 
dikenakan pujn k , 

10. Wajib Pajuk udu.luh orang pr ibadi atau Bndnn rnnliptrti pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pernungut pajak yang mempunyai hak 
clan kcwajiban pcrpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dacrah. 

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 [satu] bulan kale nder, yang 
menjadi dasar bagi Wajib PaJak untuk mcnghirung, rnenyetor uan 
mclaporkan pajak yang terutang, 

12. Paja k yang Tcrutang adalab pajak yang hams dibayar pada suatu 
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau da.lam Bagian 
Tahun Pajak eesuai dengan keterituan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah. 

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai darl 
pcnghimpunan data. objck dan subjek pajak, penerituan besarnya 
pajak yang terutang sompai kcgiatan penagihan p;:.jak kepada 
Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 
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14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang sc lanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 
rnelaporkan penghitungan dan / atau pcmbayaran pajak, obyek 
pajak clan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta clan 
kewajiban seaua I dengan ketentuan pcraturan perundang 
undangan perpajakan daerah, 

1 S. Huret Ketetapan Pajak n~r.rRh Kurang Baver, yang sclanjutnya 
dlslngkat SKPDKB, adalah surat ketetapnn pajak yang mcncntukan 
besarnya jurnlah 1mknk pajak, jumlah kredit psjak, jumlah 
kekuarangan pembayaran pokok pajak, besarnya sunkei 
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

I fi. Surat Keterungan Pajak DHP-rnh Kurr-.1np; Bayar Tambahan yang 
selanjumya di~ingkot SKPDKDT, adalab xura! ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jurnluh pajak yang ditetapkan ; 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat 
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak ys-mg menentukan jumlah 
pokok pajak aarna beeurrryu dengan jumlah kredit pajak atau pajak 
tidak terutang dan tidak ada krcdit pajak, 

18. Surat Ketetapan Pajak Daeruh Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah sun-11 ketetapan pajak yang rnencntukan 
jumlah kclebrhnn pernbayaran pajak karcna jumlah kredit pajak 
lebih besRr rlaripada pajak yang tcrutang atau yang tidak eeharusnya 
terutang. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau suriksi 
;.-v.1miniHtrAtif berupa bunga dan/atau. dendn. 

20. Surat Keputusan Pcmbetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau 
kekeliruan dalam pen~rapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 
Or1r.rii h Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Daernh 
Nihil, Stir:if. Kctctapan Paiak Dacrah Lebih Ruyur, Surat Tagihan 
Pajak Daerah, Surat Kcputusan Pern berulan, atau Surat Kcputusan 
Keberatan 

21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keput.usAn a.tas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Dacrah Kurung Bayar Tambahan, Surat Kctctapan 
Pajak Daerah Nihil, 8urat Ketetnpan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
Surat Tagihan 1-'nJo!c L>aerah :=tr.An r.r.rhadap pemotouga« ,.. huJ 

pemungutan oleh pihak kcliga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak ataa 

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diaj ukan oleh 
Wajib Pajnk. 

23. Pernbukuan adalah suatu proses peucat~t~n yang dilakukan sccara 
teratur untuk mcngumptrlkan data dan Informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, pcnghasilan dan biaya, serta 
jumlah harga perolehan dan penyerahan baning atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporari keuangan berupa rieraca dan 
laporan laba rugi u ntuk pcriode Tahun Pajak terse but. 
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BAB III 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal3 

( 1) Pcmbayaran pajak dilakukan di Kas Daerah ~Lau tern pat lain yung 
ditunjuk oleh WAhkota. 

(2) Apabila pernbayaran pajak dilakukan ditcmpat lain yang ditunjuk, hasil 
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 
(satu) hari kerja. 

BAB II 
TATA CARA P~NDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Pasal 2 
(1) Dalam rangka pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak Hotel 

baru, Wajib Pujnl< wnjib mengisi SPTPD dengan jelas, lcngkap dan benar 
sertn ditandatangani, 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) paling lambat 15 (lima 
bclas] hari setelah beroperasinya obyek pajak harus mcngcmbalikan 
kepada pctugas p:-ijHk di DPKAD. 

(3) Petugas pajak rncncatat SPfPD yang telah dikembalikan oleh Ws-ijib Pajak 
dalurn Daftar Induk Wajib Pajak dan digunakan sehAg.F11 dusar untuk 
menerbitkan NPWPD. 

(4) Apabila d~lam. jangka wakru sehagaimana dimaksud avat (2) tidak 
diperiuhi, pcndaftaran dan pendupataan dapat dilakukan oleh Pejabat. 

23. Surat Kcputusan Kcbcratan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Stirat Kele Lapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daera h a tau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
yang dlajukan oleh Wajib Paiak. 

24. Putusan Banding adalah puruscn badnn perndilnn pujnk utus banding 
terhadup Surat Keputusan Kcbcratan yang diRjUkHn nleh WAjih Pajak. 

25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan sccara 
teratur untuk mengurnpulkan data dan informasi keuanga.n yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jurnlah 
harga pcrolchan dan penyerahan burung utau jasa, yang ditutup denga n 
menyusun laporan keuangan bcrupa ncraca clan laporan Iaba rugi 
un tu k pcriodc Tahun Pajak terse but. 

26. Perneriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, kctcrangan dan / atau bukti yang dilaksanakan sccar» nhjektif 
dan profcsional bcrdaaarkan suatu standar pemeriksaan unt.uk menguji 
keparuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah d.an/~l<=lU unruk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturari 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

27. Pcnyldikan tindak p;d:m:-t r1 i birla ng pcrpajakan daerah a.da.la.h 
serangkaian tindakan yang dilakuakan oleh Penyidik untuk mencari 
serta mcngumpulkan bukti yang dengan bukti itu mernbuat terang 
tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta 
menernukan tersangkanya, 
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Pasal 7 
( 1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak djlurra si dalam 

jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau Surat lain yang sejcnis, jumlah pajuk yang 
harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. 

Pasal fi 

(]) Surat Teguran a tau Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis 
seb~gHi HWHI tindakan pelaksanaan pcnagihan pajak dikeluar'kan 7 
(tujuh] hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka wa ktu 7 (tujuh) hari sctelah langgal Surat Teguran 
atau Surat Peringatan atau ;:1urat lain yang sejenis, W...tjib l1ajak harus 
melunasi pajak yang tf'!rul.aug. 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud ayal (1) dikeluarkan oleh Kepala DPKAD. 

RAATV 
TA'T'A CARA PENAGIHAN PA\JAK 

Pasal 5 
Setiap pernbayaran pajak sebagairnuna dimakaud dalam Pasal 4 dibcrikan 
tanda bukti pem bayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

Pasal 4 

(1) Pernbayaran pajak harua dilakukan sekaligus atau lunas. 
(?.) Kt-:pnln DPKAD dapat mcrnbcrikan pcrsetujucn kepada Wajib Pajak 

untuk mengangsur pajak terutang dalarn kurun waktu tertentu, 
setelah rncmcnuhi pcrsyaratan YGil.'?: ditentukan 

(3) Tata cara mengangsur sebuguimana dlmaksud avar (2) adalah : 
a. Wajib Pajak mcngajukan surat perrnohonan angsuran; 
b. Atas dasar permohonan tcraebut Kepala DPKAD dapat 

mempertimbangkan pembayaran angsuran; 
c. Apabila perrnohonun dikabulkan maka diter-hitkan Surat 

Kepurusan Persetujusn Pembayaran Augsuran bt-:~t-:1-tn ~KPn 
Angsuran, 

(4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), harus 
dilakukan secara teratur ch-m bcrturut-turut dengan dikenakan 
bunga aebeaar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah paiak yang 
belurn atau kurang bayar. 

(5) Kepala DPKAD dapat membcrikan persetuj uun kepada Wajib Pajak 
untuk rnenunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang 
ditcntukan setelah memenuhi pcrsyaratan yang ditentukan dengan 
dikenakan bunga 2 % (dua person] sebulan dHri jumlah pajak yang 
belum atau kurang dibayar. 
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Pasal 11 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, 

SKPDKBT yang telah diterbitkan. 
(2) Keringarian pajak scbagaimanu dimaksud ayat (1) diberikan setinggi 

tingginya 30%> (tigo. puluh persen) dari pajak terutang dan diberikan 
dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. 

BABV 

KERINOANAN LlAN P.1£MBEBASAN PAJAK 
Pasal 10 

(1) Kepala DPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat 
mcmberikan keringanan dan pembebasan pajak. 

(2) Tata cara pemberian kcringanan dan pcmbebasan pajak sebuguirnuna 
dimaksud ayat ( 1) adalah : 
a. Wajib pajak 1w:~ugujuk::in permohonan secara tertulis discrtai 

dengan bukti - bukti tertulis yang sah kepada Kepala OPKAD 
dengan men ye butka n : 

- Nama dan alamat Wajib Pajak; 
- Masa pajak; 
- Besarnya kering~m-m da n pcmbcbasan pajak; 
- Alasan yang jelas, 

b. Atas dasar permohonan tersebut Kepala DPKAD dapat 
memperLimhangkan pemberian keringanan dan pernbebaxan pajak. 

c. Apabila perrnohonan dikabulkan maka diterbitknn Su.nit. 
Persetujuan Pernberian Pengurangan Keringanan dan Pembebasan 
Pajak. 

Pasal9 
Sctclah Kantor Lelang NegHm menetnpknn hnrl, tanggal, jam dan tempat 
pF.lnki:;;anaan lelang, juru sita membcritahukan dcrigan scgera secara 
tertulis kepada Wajib Pajak. 

r:. .... ~:.,1 e. 
Apabila paiak yan~ narus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 
24 jam sesudah tanggat pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau 
pcjabat yang ditunjuk :.u:geru merterbitkun SUt'i).t Perintah Mclaksanakan 
Penyitaan. 

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Pakaa scgera 
sctclah lewat 21 (dua pulu.h sntu] hnri sejnk tangga! surat Teguran 
ntau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, 
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d. Alasan yang jclas. 
(2) Kepala DPKAD dalam jangka paling lama 12 [dua bc1HH) bulHr:i :.iejak 

diterima nya permohunan pengembalian kele bihan pem bayaran 
paiak sebagaimana dirnakaud ayat (1) memberikan kcputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui 
Kepala DPKAD tidak mcmberikan keputusan, permohonan 
pengernbalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan 
dHn 8KPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan , 

PENGEMDALIAN KJ£LJ£UH 1AN l ~J£MUAYAllAN l 1AJAK 

Pasal 13 

(1) Wajib Pajak dapat rncngajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Kepala DPKAD secara tertulis dengan 
mcnycbutkan sekurang-kurangnya : 
a. Nama dan alarnat Wajib Pajak; 
b. Masa pajak; 

c. Besarnva kelebihan pembayaran pajak; 

DAD VII 

Pasa! 12 

(1) Kr.pRlR OPK/\0 karena jabatan atau Rta~ permohonan Wajib P.a,Ja.k 
dapat.: 
a. Membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau kesalahan 

hitung, dan atau kekeliruan dalam pcncrapan peraturan 
pcru nda ng-u nrla ngii n perpaj..:.. ka n dacr·;i l 1; 

b. Mcrnbatalkan ata'u mcngurangkan kotctaparr pajak; 

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi 
tcrsebut dikenakan bukan kesalahan Wajib Pajak. 

(2) Pcrmohonan pcmbctulan, pembatalan, pcngurangan kctctapan dan 
penghapusan a tau pengurnngnn srrn ksi adrnirristraai atas SKPD, 
SKPOKR, SKPDKRT chm STPD sd,agairmm;.t dhn:.ik!$ud r11yat. (1) h~ru~ 
diaarnpaikan secara tertulia oleh Wajib Pajak kepada Walikota 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak langgal diterimanya 
KPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan alasan yangjelas. 

(3) Kcpala DPKAD paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat pcrmohonan 
scbagaimana dimaksud ayut (2) diterirnu, auduh hurus memberiknn 
keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud 
ayat (3) Kepala DPKAD tidak memberikan keputusan permohonan 
pembetulan, pernbatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 
atau pengurangan sanksi adrninistr asi.rnaka permohrman dianggap 
dikabulkan. 

UAB VI 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN 

DAN PENOHAPUSAN ATAU PENOURANGAN SANKS! ADMINIS'TRASI 
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R/\HTX 
TATA CARA PENGllAPUSAN PTUTJ\NG .PAJAK 

YANG SUDAH KRDALUWARSA 

Pasal 16 
(1) Hak untuk melakukun penagihan pajak kadaluwarsa setelah 

melumpaui jangka wakru 5 [Iima) talrun ter hiturig sciak :sa;H. 
ter-ut angnya Pajak, k ern ra l i apabila wajib pajak melukukan Lirnh:1k 
pid aria di hkli=mg perpujukan daeruh. 

Pa sa 1 15 

(1) SP2D dibuat rangkap 4 [ernpat] dengan peruntukan scbagai herik ut . 
o. Lcmbar kc 1 ds.1r1 '.2 u nt.uk Bidang Pe.rbcmJ~h~raan seluku P1:11crbit. 

Sur3t Perrntah Pencairan Dana (fS I-''), I)) 

b. Lernbar k e 3 untuk Wajib Pajak yang bcrsnngkutan. 

c. Lernbar kP- 4 u ntuk Bidang Pajak. 

('..:!) Bidang perbendnhuraan DPKAD :-il.Hs ruuna Kcp~I~ l>PKAD wajib 
mcncrbitkan Surnt Pcrintah Pencaiurnn D~rn;,.i (~P2D) pc1.li11,1, Iambat 5 
[lirna] h;.;i,i k(:1jri sejuk SPP ditcrinia. 

(~) Bidang Perbcndaharaan mengembalikan lembar kc 2 SP'.2D yang telah 
dibubuhi cap l.m1ggal dan nomor penerbitan kcpada pencrbit SKPDLD 
pajak. 

Pasal 14 

(1) Pengernbalian kelcbihan pemhayaran pajak ~~~mgHimana dirnaksud 
Pu~al 29 ayat (5) dilakukun dcngan menerbitkan SP2D. 

(2) SP2D dibcbankan pudu 111;1t;1 anggaran pcndapatan pQj::ik tah un 
anggaran bcrjalan atau matn anggaran pcncrimaan sernula. 

(4) Apa bila Wajib Pajak mcmpunyai utnne p;1Ja k lainnya, keleb ihan 
pcrnbayaran pHjs.1k sP.br:ip;;)imana ayat (:3) langsung diperhit unakan 
11nt11k melunasi terlcbih dahulu ntm,g pajaknya. 

(5) Perigcmbalian kelcbih.rn pernbayaran pajak di lu k u ku n d .. slam wnkt.u 
pulir,g In rnn '.2 (dua) bulan s~_i;lk ditcrbitkannya SK 1-11 )K LH. 

(6) Apuln!n pe ngcmbalian kelebihun pcmbayarun p:-1_j:--Jk dilakukan 
sctclah 2 (d ua] bulan scjak dHerhi I k;1T1r1y;~ SKPDLB, Kcpala DPKJ\D 
rncrnbcr ika n trnhn l.m buuua 2 '.Yii (dua pcrscn] :-itd>1Jl1rn atas 
keterlnrnb.u.m pcrubayaran kelebihan pajak_ 

(7) Apabila keIebiharr pcmbayaran pajak diperhitungkan dengan utang 
pajak lainnya, sebaguimana dimakaud avat (4) pernbayara nnya 
dilakukan dengan r.R rn pemindah bukuan dari bu kti pem in da.h 
buk uan juga berlaku sebagai bukti pernbayarannya. 

(8) Atas dw·mr pr:r:c;f:t.ujuan Wajib Pajak yang berhuk :11:11-i kclcbihan 
pembayaran p:-ij~1 k , ke.lcbihan terse but rl:1p;1 I c1 ipcrb iturigkun dengan 
pajak y;~ ng ~ kan terutang utuu dcngan utang paiak a La~ nsuua wajib 
pajak lain. 
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b. dengansengaja mernungut psjak dengun tidak menggunakan nota 
pemabayaran yang sah, atau mernungut tidak diaetorlcan ke Kas 
Daerah : 

c. tidak rnelayani dengan baik petugas dan/ atau tan pa alaaan yang sah 
menolak untuk diadakan tindak pemeriksaan da n melawan petugas 
perneriksa yang sah dtleugkapi dt:ngan s'ur at tuga.s dari Wo.l ilco ta., 

Walikota dapat menutup dart rnencabut ijin usaha bagi pcngusaha 
apabila: 
a. rnelalaikan kewajiban da.n/ atau selarna 2 (dua] hulan berturut-turut 

tidn k mcmbaya.r paja.1~ ata.'-1; 

BARX 

SANKSI AOMTNI8TRASI 
Paxal 18 

( 1) Piutang Pajak yang Hn,i k mungkin ditagi h l;:igi karena hak untuk 
melakukan pcnagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Kepala DPKAD mclakuknn inveetarisasi terhadap wajib pajak yang 
berkategori kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ( 1). 

(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dimohonkan persetujuan 
Wt'l.likotR. 

(4) Wnlikota mcuctapkan Keputusan PcnRhHpusnn Piutang Pajak y.-Jr1g 
sudah kcdaluwarsu sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1). 

Pasal 17 

(2) Kedal uwarsa pcnagihari pajak se bagaimana dimaksud aya t ( 1) 
tcrtangguh apabila : 

a. diterbitkan Surat Tcg1)rf:ln dau/ atau Surat Paksa: 
h. udu pengakuan tttang pajak d .. u-i wajib P':\i~k h,:aik lnngsuug maupun 

tiduk langsung. 
(3) Dalam hal direrbif knn Strrat Teguran dan Surat Paksa scbagairnann 

dimaksud pada ayat. (2) huruf a, kedaluwarsa pc;r1Hgifmn dihitung 
sejak t.anggal penyampaian Surat paksa teraebut., 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimunu dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada 
Pernerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tldak langsung sebagaimana dimaksud padc 
ayat (2) huruf b dupat diketahrri dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Pajak. 
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( 1) J'clakaanaun Peruturan Dae.rah Kata Semarang Nuu11.11 4 T~, ht m 2011 
lcntang Pajak Restorun diserahkan dan menjndi tanggunr; j;..iwab 
Kepala DPKAD. 

(2) Kepulu Dl'KAD dalarn mclaksanakan Per:!11Jr;111 Dacrah Kota 
Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentaru, Pr1jr1k Restoran mcmpunyai 
wewcnang: 
a. mclaksunukun pcndataan dan pendaftaran objek pajak rcstcran; 

b. menctapkan besarnya pajak; 

c. mcmungut , menagih dan mencrirna pembayaran pHj.i=.ik sesuai 
dengan pF.rat11ran pcrundang-undangan y:-mg berlaku; 

Pusul 20 

BAB Xll 

J1f-i~NDELEGASIJ\N KEWENANGAN 

c. Tim Pemeriksa mernpunyai tugas menguji keputuhan pcrncrmhan 
pembayaran pajak clan kobcnaran utas pernungutan dan penyetoran 
pajak yang haailnya dirnuat dalam Berita Acara perncriksaan Pajak; 

d. Untuk keperluan perneriksaan, Wajib Pajak diwajibkan 
memperlihutkan, mcminjamkan huku catatan, do kumen, 
memberikan kescmpatan uru.uk rnernasuki ruangan / lnnp;d. _y;iug 
dipcrlukan cln n rnembcrikan ketcrangau _ynng il:1pa I 
di p~rtH nggungjawabkan. 

(1) Walikota berwenrmg mclnkukan pcmcriksaan P~1jHl< Dll~l'IJ ti u: 1 Luk, 
menguii kepatuhun pernerurhan kewajiban perpajakan daerah dalam 
rangka rnelaksunakau pcraturan perundang-undangan pcrpaj.~k=.in 
daerah. 

(2) Wajib paiak yang diperiksa wajib : 

a. mcmperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ulrru cntatan, 
dokumen yan~ mcnjadi dasarnyu, d;m d11k urncn lain yang 
berhubungan dengan objek pajak yang terutang; 

b. mcmberikan kesernpatan tm rn k rnernasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap pF.rlu dan mcmbcrikan bantuan guna kclarrcara n 
pemeriksaan, dan/ atau: 

c. mernberikun keterangan yang dipcrlukan. 

(a) Taracara perneriksuun pajak arlalah scbagai berik.ul ; 

A. Pemerik'saan dilakukan sekurang kurungnya dalarn waktu ~1 (tiga) 
bulan sckali oleh tim Pemeriksa; 

b. Tim Perneriksa Pajak scbagaimana dimnksud huruf a dibenruk oleb 
Kepulu Dinu s Pcngelolaan Keuangan da n a set Daerah ~<nt a 
Seman.mg; 

BAB XI 
TATA CAl{A P~M~l-tlKSAAN DAN PENCJ\WJ\SJ\N 

Pasal 19 
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BAB IX 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK 

YANG SUDAH KEDALUWARSA 

Pasal 16 

(1) HAk untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah 
ruelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Pajak, kecuali apabila wajib pajak mclakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah. d.- 

Pusal lb 
( 1) SP2D dibuat rangkap 4 (cm pat) dengan pcruntukan scbagai berikut : 

a. Lernbar kc 1 dan 2 untuk Bidang Pcrbcndaharaan sclaku Pcncrbit 
Surat Perintah Pcncaimn Dana (SP2D). 

b. Lembar ke 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. 
c. Lembar ke 4 untuk Bidang Pajak. 

(~) Bidang pcrbendaharaan UPKAU atas nama Kepala UPK.A.U wajib 
menerbitkan Surat Pcrintah Pencaiaran Dana (SP2D) paling lambat 5 
[lima] hari kerja sejak SPP diterima. 

(3) Bidang Perbendaharaan mengembalikan lembar ke 2 SP2D yang telah 
dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan disertai lembar ke 2 
k~pmh-1 p~nerhil SKPDLR p.-lj.-lk. 

Paaal 14 

(1) Pcngcmbalian kclcbihan pcrnbayaran pajak scbagairnana dirnaksud 
Paaal 29 ayat (5) dilalcukan dengan merierbitkan SP2D. 

(2) SP2D dibebankan pada mata angguran pendapatan pajak tahun 
anggaran berjalan atau mata anggaran penerimaan semula, 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kclcbihan 
pembayaran pajak sebagairnana ayat (3) langsung diperhj turtgkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajaknya. 

(S) Pengemba lia n kelebiha n pembayaran pRjHk dil::1k~tk~n d=:t.l=:t.u, waktu 
laing lama 2 (dua) bulan seiak diterbitkannya SKPDKLB. 

(6) Apabila pcngcmbalian kclcbihan pcmbayaran pajak dilakukan 
~etelah 2 [d uu] bulan sejak dilerbilkannya SKPDLB, Kermh-1 DPKAD 
mcmberikan Imbalan bunga 2 % (dua pcrscn) scbulan atas 
kcterlambatan pcmbayaran kclcbihan pajak. 

(7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang 
pajak lainnya, sebagairnana dimaksud ayat (4) pembayarannya 
dilakukan dcngan cara pcmindah bukuan dart bukti pemiriduh 
bukuan juga berlaku sebagai bukti pcmbayarannya. 

(8) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan 
pembayaran pajak, kelebihan tcrsebut dapat diperhitungkan dengan 
pajak yang a kan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib 
paJak lain. 
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RAR XTT 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 
Pasal 22 

(1) Pelakaariann Peraturan Daerah Kntii semarang Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pajak Rcstoran diue.ruhknn clan menjadi tanggung jawab 
Kcpala DPKAD. 

(2) Kepala DPKAD dalarn melaksanakan Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Restoran mempunyai 
wewenang: 
a. melaksanakan pendataan dan pcndaftarari objek pajak restoran: 

b, menetapkan besarnya pajak, 
c. mernungut1 menagih dan mcnerirna perrrbayat'an pajak sesuai 

dengan peraturan pcrundang undangan yang berlaku; ~ 

(1) Walikota bcrwcnnng melukrrkurt pernerikunun Pnjuk Dueruh un tuk 
menr,uji kr.pHtulrnn perneruahrm kewnjibnn perpojnknu daerah dclcm 
rarrgka mela_ksa_na.ka_n peraturan perundang-undangan perpajakan 
dacrah. 

(2) Wnjib pnja k yang dlpcriksa wajib : 

a. rncmperlihatkan dan/utau meminjumkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasa.rnya, drrn dnkumen lain yang 
hcrhubungan dcngan objek pajak yang terutang; 

b. n,emberikan kesernpatan untuk mcmasuki tcmpat atau ruangan 
yung dianggap perlu dan mcmberikan bantuan guna kelancaran 
pcmcriksaan, dan/atR1J; 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Tatacara pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut : 
a. P~rnet·iksilan dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) 

btrlan sekufi oleh tim Pemeriksa: 

b. Tim Pcmcriksa Pajak sebagaimana dimaksud huruf a dibcntuk olch 
Kepala Dinas Pcngelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota 
Semarang; 

c. Tim Pemeriksa mempunyai tugas mcnguji kepaf.ub an pernerruhan 
pcmbayaran pajak dan kebenaran atas pemungutan dan 
penuctoran pajak yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara 
pemeriksaan Pajak; 

d. Untuk kcperluan perneriksaan, Wajib Pajak diwajibkan 
memperlihatkan, meminjamkan buku ca ta tan, dokumen, 
memberikan kesempatan untuk rnernasnrki ruangany ternpat yang 
diperlukan dan memberikan keterangan yang dapat 
d i pert .. anggungjawabkan, 
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BAB XI 

TATA CAAA PEMJ£NlKSAAN UAN PENGAWASAN 

Pasal 29 
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BERITA 1JAERAH KOTA SEMARANG TAHUN )·t.1 /7 NOMOR J.'i. . 

f!!iJ 
ADTTRTHANANTO 

SEKRETARIS DAERAH 

Jt 
IIENDRAR P~IHAlJl y r 

D iu ndangkan di Semaran g 

PHd>J tanggal : ~ .. -~ \A.Jl;l-~ W> I ~ 

t PH. WALIKOTA SEMAMNG 
W ~ ALTKOTJ\ 

di Semarang 

It, ~tt,(i-tfS 74 l1 
Ditctapkan 
Pada tan gg::i 1 

Agar eetiop 01'"0.1ig dapat mengetahuinya, mcmcrintahkai 1 11~11g11 nrln np;nn 
Peraturan Walikota ini dengan pen em p,:ih=rn nya dn lnm Serita Daerah K,)(H 
Se ma ra ng. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

KAH xm 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal ?.1 

d. rnenerima, menolak, dan memberikan keputusan terhadap 
permohona n f.l ngsu ra n, penundaan, pengurangun, keringanan, 
pembebasan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 

e rneluksnnnknn p~m h~l u lnn , pt-!m ba In la Tl, pcngurangan ketetapan 
clan. penghnpuoon otau pengurangan canksi adrninistrasi p~j:-1.k,; 

f. 1-r1~11y~tt"Jl'k1111 penerimccn pojclc pa.lin~ Iambat 1 x 24 j: . xrn kc 1-:~-t:-: 
dacrah: 

g. mcnyampaikan laporun peluksunuun tugus huruf (n) snmpai 
dcngan [f] sctiap bulan kepada Walikota. 


